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TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Rencana Lima
Tahunan yang didalamnya menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Program dan Kegiatan Daerah;
b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam butir a
di atas memuat kebijakan yang harus menjadi acuan bagi
perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam membuat

rencana strategisnya;

c. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta diwajibkan menyusun Rencana
Strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta guna tertib
hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka
Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam butir di atas
perlu ditctapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang
Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di
Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.



Menetapkan
PERTAMA
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KETIGA

MEMUTUSKAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-

2026, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjadi pedoman pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja Tahun
2024-2026.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 30 April 2023
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